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I. Pendahuluan 
 

1. Besarnya cakupan dan jangkauan dari tiga krisis bumi, yang meliputi darurat iklim, 

kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas, 

menimbulkan ancaman yang mendesak dan sistemik terhadap pemenuhan Hak Anak di 

seluruh dunia. Ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, 

disertai dengan kontaminasi yang meluas melalui polusi dan limbah, telah menimbulkan 

dampak serius terhadap lingkungan alam, memicu perubahan iklim, meningkatkan kadar 

racun pada air, udara, dan tanah, menyebabkan pengasaman laut, serta menyebabkan 

kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menopang semua kehidupan. 
 

2. Upaya anak-anak untuk menarik perhatian dunia terhadap krisis lingkungan hidup 

menjadi motivasi sekaligus momentum di balik lahirnya Komentar Umum ini. Komite 

mendapat manfaat yang tak terhingga dari kontribusi anak-anak pada saat diskusi umum 

tahun 2016 tentang Hak-hak Anak dan Lingkungan Hidup. Tim penasihat anak yang 

beragam dan berdedikasi, yang terdiri dari 12 penasihat yang berusia antara 11 dan 17 

tahun, mendukung proses konsultasi yang dilakukan dalam penyusunan Komentar Umum, 

dengan 16.331 kontribusi anak-anak dari 121 negara melalui survei online, kelompok 

diskusi terarah, serta konsultasi langsung di tingkat nasional dan regional. 
 

3. Anak-anak yang dimintai pendapatnya melaporkan dampak negatif dari degradasi 

lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi pada kehidupan mereka dan komunitas 

mereka. Mereka menegaskan hak mereka untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan 

berkelanjutan: "Lingkungan adalah kehidupan kami." "Orang dewasa [seharusnya] berhenti 

membuat keputusan untuk masa depan yang tidak akan mereka alami. [Kami] adalah kunci 

utama untuk mengatasi perubahan iklim, karena hidup kamilah yang dipertaruhkan." "Saya 

ingin mengatakan kepada [orang dewasa] bahwa kami adalah generasi masa depan dan, jika 

Anda menghancurkan planet ini, lantas di mana kami akan hidup?!"1  
 

4. Sebagai agen perubahan, para pembela hak asasi manusia anak telah memberikan 

kontribusi yang bersejarah bagi hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Status 

mereka harus diakui, dan tuntutan mereka untuk tindakan yang mendesak dan tegas untuk 

mengatasi kerusakan lingkungan global harus diwujudkan. 
 

5. Meskipun Komentar Umum ini difokuskan pada perubahan iklim, penerapannya 

tidak boleh dibatasi hanya pada isu lingkungan tertentu. Tantangan-tantangan lingkungan 

yang baru mungkin akan muncul di masa depan, misalnya, tantangan-tantangan yang 

berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi serta perubahan sosial. Negara 

harus memastikan bahwa Komentar Umum ini disebarluaskan kepada seluruh pemangku 

kepentingan yang relevan, khususnya anak-anak, dan tersedia dalam berbagai bahasa dan 

format, termasuk versi yang sesuai dengan usia dan dapat diakses dengan mudah.  
 
 
 

* Diadopsi oleh Komite pada sesi kesembilan puluh tiga (8–26 Mei 2023).  
1   Lihat https://childrightsenvironment.org/reports/.  
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A. Pendekatan berbasis hak anak untuk perlindungan lingkungan hidup 
 

6. Penerapan pendekatan berbasis hak anak terhadap lingkungan hidup membutuhkan 

pertimbangan penuh atas seluruh Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Protokol 

Opsionalnya.  
 

7. Dalam pendekatan berbasis hak anak, proses untuk mewujudkan hak anak sama 

pentingnya dengan hasilnya. Sebagai pemegang hak, anak-anak berhak atas perlindungan 

dari pelanggaran hak-hak mereka yang berasal dari kerusakan lingkungan dan berhak untuk 

diakui dan dihormati sepenuhnya sebagai aktor lingkungan. Dalam mengambil pendekatan 

tersebut, perhatian khusus diberikan pada berbagai hambatan yang dihadapi oleh anak-anak 

yang berada dalam situasi yang kurang beruntung dalam memperoleh dan menuntut hak-

hak mereka. 
 

8. Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia dan 

juga diperlukan untuk pemenuhan Hak Anak secara utuh. Sebaliknya, degradasi 

lingkungan, termasuk konsekuensi dari krisis iklim, berdampak buruk pada pemenuhan 

hak-hak ini, khususnya bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang kurang beruntung 

atau anak-anak yang tinggal di wilayah yang rentan terpapar oleh perubahan iklim. 

Penerapan hak-hak anak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara 

damai, atas informasi dan pendidikan, untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya, serta 

atas upaya pemulihan yang efektif dapat menghasilkan kebijakan lingkungan yang lebih 

berpihak pada anak, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Anak. 

Dengan demikian, Hak Anak dan perlindungan lingkungan hidup dapat membentuk sebuah 

lingkaran yang saling terkait. 

 

B. Evolusi hukum internasional tentang hak asasi manusia dan lingkungan 

hidup 
 

9. Konvensi ini secara eksplisit membahas isu-isu lingkungan dalam pasal 24 (2) (c), di 

mana Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memerangi penyakit 

dan kekurangan gizi, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran 

lingkungan, dan di bawah pasal 29 (1) (e), di mana mereka diwajibkan untuk mengarahkan 

pendidikan anak pada pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan dan alam. Sejak 

diadopsinya Konvensi ini, penerimaan yang semakin besar telah muncul mengenai 

keterkaitan yang luas antara hak-hak anak dan perlindungan lingkungan hidup. Krisis 

lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tantangan yang timbul untuk 

mewujudkan pemenuhan Hak Anak membutuhkan interpretasi yang dinamis terhadap 

Konvensi ini. 

10. Komite memperhatikan upaya-upaya yang relevan dengan penafsirannya, termasuk: 

(a) pengakuan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan oleh 

Majelis Umum2 dan Dewan Hak Asasi Manusia;3 (b) prinsip-prinsip kerangka kerja tentang 

hak asasi manusia dan lingkungan;4 (c) norma-norma, prinsip-prinsip, standar-standar dan 

kewajiban-kewajiban yang sudah ada dan yang sedang berkembang di bawah hukum 

lingkungan internasional, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris; (d) perkembangan hukum dan yurisprudensi 

di tingkat regional yang mengakui hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan 

hidup; dan (e) pengakuan atas beberapa bentuk hak atas lingkungan hidup yang bersih, 

sehat, dan berkelanjutan dalam perjanjian internasional, yurisprudensi pengadilan regional 

dan nasional, konstitusi nasional, hukum dan kebijakan oleh sebagian besar Negara.5 

 

C. Kesetaraan antargenerasi dan generasi masa depan 
 

11. Komite mengakui prinsip kesetaraan antargenerasi dan kepentingan generasi masa 

depan, yang sangat banyak dirujuk oleh anak-anak yang terlibat dalam konsultasi.   
 

 
2 Resolusi Majelis Umum 76/300.

  
3 Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 48/13.

  

4 A/HRC/37/59, annex.  
5 Lihat A/HRC/43/53. 
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Meskipun pemenuhan Hak Anak yang hidup di bumi ini membutuhkan perhatian segera, 

namun anak-anak yang akan lahir juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia secara maksimal. Di luar kewajiban langsung mereka di bawah Konvensi yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup, Negara memikul tanggung jawab atas ancaman terkait 

lingkungan yang diperkirakan akan muncul sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian 

mereka, bahkan jika implikasi penuh dari tindakan atau kelalaian tersebut tidak muncul 

selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. 

 

D. Tujuan 
 

12. Dalam Komentar Umum ini, Komite bertujuan untuk: 
 

(a) Menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak buruk degradasi 

lingkungan, dengan fokus khusus pada perubahan iklim, terhadap pemenuhan Hak Anak; 
 

(b) Mendorong pemahaman yang menyeluruh tentang hak-hak anak yang 

berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup; 
 

(c) Memperjelas kewajiban Negara terhadap Konvensi dan memberikan panduan 

otoritatif mengenai legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain yang tepat untuk 

mengatasi kerusakan lingkungan, dengan fokus khusus pada perubahan iklim.. 

 

II. Hak-hak khusus di bawah Konvensi yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup 

 
13.     Hak-hak anak, seperti halnya hak asasi manusia lainnya, tidak dapat dipisahkan, 

saling bergantung dan saling terkait. Beberapa hak secara khusus terancam oleh kerusakan 

lingkungan. Hak-hak lain memainkan peran penting dalam melindungi Hak Anak dalam 

kaitannya dengan lingkungan. Hak atas pendidikan, misalnya, adalah hak yang memiliki 

kedua dimensi tersebut. 

 

A. Hak untuk non-diskriminasi (pasal 2) 
 

14. Negara berkewajiban untuk secara efektif mencegah, melindungi, dan menyediakan 

pemulihan untuk diskriminasi lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Anak-anak pada umumnya, dan kelompok anak-anak tertentu pada khususnya, 

menghadapi hambatan yang lebih besar dalam pemenuhan hak-hak mereka, karena 

berbagai bentuk diskriminasi yang beragam dan saling bersinggungan; alasan-alasan 

tersebut termasuk yang secara khusus dilarang dalam Konvensi pasal 2 dan "status lainnya" 

yang disebut dalam pasal tersebut. Dampak kerusakan lingkungan memiliki dampak 

diskriminatif terhadap kelompok anak-anak tertentu, terutama anak-anak masyarakat adat, 

anak-anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, anak-anak penyandang disabilitas 

dan anak-anak yang tinggal di lingkungan yang rawan bencana atau lingkungan yang rentan 

terhadap perubahan iklim. 
 

15. Negara harus mengumpulkan data terpilah untuk mengidentifikasi dampak 

diferensial dari bahaya terkait lingkungan hidup terhadap anak-anak dan untuk lebih 

memahami keterkaitan antar kelompok, dengan memberikan perhatian khusus pada 

kelompok anak-anak yang paling berisiko, dan untuk menerapkan langkah-langkah dan 

kebijakan khusus, sebagaimana diperlukan. Negara harus memastikan bahwa semua 

legislasi, kebijakan, dan program yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup tidak 

secara sengaja atau tidak sengaja mendiskriminasikan anak-anak dalam isi ataupun 

implementasinya. 

 

B. Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3) 
 

16. Keputusan yang menyangkut lingkungan hidup pada umumnya berkaitan dengan 

anak-anak, dan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam 

pengadopsian dan pelaksanaan keputusan lingkungan hidup, termasuk undang-undang,  

  
GE.23-11144 3 



CRC/C/GC/26  

 

peraturan, kebijakan, standar, pedoman, rencana, strategi, anggaran, perjanjian 

internasional, dan penyediaan bantuan pembangunan. Bila keputusan terkait lingkungan 

hidup memiliki dampak signifikan terhadap anak-anak, maka perlu dilakukan prosedur 

yang lebih rinci untuk menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak sehingga 

mereka dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna. 
 

17. Menentukan kepentingan terbaik bagi anak harus mencakup penilaian terhadap 

situasi spesifik yang menempatkan posisi anak secara unik dalam risiko bahaya yang terkait 

dengan lingkungan. Tujuan dari penilaian kepentingan terbaik bagi anak adalah untuk 

memastikan pemenuhan Hak Anak secara utuh dan efektif, termasuk hak atas lingkungan 

yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Negara seharusnya tidak hanya melindungi anak-

anak dari bahaya lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan perkembangan 

mereka, dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko dan bahaya di masa depan.6 

 
18. Pengambilan langkah-langkah implementasi juga harus mengikuti prosedur yang 

memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan yang utama. 

Kajian dampak hak anak harus digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari 

keseluruhan langkah implementasi, seperti usulan kebijakan, legislasi, peraturan, anggaran, 

atau keputusan administratif lainnya yang berkaitan dengan anak, dan harus dilengkapi 

dengan pemantauan dan evaluasi yang sedang berlangsung mengenai dampak dari langkah-

langkah tersebut terhadap Hak Anak. 

 
 

19. Potensi konflik antara kepentingan terbaik bagi anak dengan kepentingan atau hak-

hak lain harus diselesaikan berdasarkan kasus per kasus, dengan secara seksama 

menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Para pengambil keputusan harus menganalisa 

dan menimbang hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terkait, dengan memberikan 

bobot yang tepat pada kepentingan terbaik bagi anak. Negara harus mempertimbangkan 

kemungkinan bahwa keputusan lingkungan yang tampaknya wajar secara individual dan 

dalam skala waktu yang lebih pendek dapat menjadi tidak wajar secara agregat, dan 

mempertimbangkan kerugian yang akan ditimbulkannya terhadap anak-anak selama 

rentang hidup mereka. 

 

C. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan bertumbuh kembang 
 

20. .Hak untuk hidup terancam oleh degradasi lingkungan, termasuk perubahan iklim, 

polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang terkait erat dengan tantangan-tantangan 

mendasar lainnya yang menghambat perwujudan hak ini, termasuk kemiskinan, 

ketidaksetaraan, dan konflik. Negara harus mengambil langkah-langkah positif untuk 

memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari kematian dini atau kematian yang tidak wajar 

yang dapat diperkirakan dan ancaman terhadap kehidupan mereka yang mungkin 

disebabkan oleh tindakan dan kelalaian, serta kegiatan para pelaku bisnis, dan mendapatkan 

hak mereka untuk hidup secara bermartabat.7 Langkah-langkah ini mencakup pengadopsian 

dan penerapan standar lingkungan hidup yang efektif, misalnya, standar-standar yang 

terkait dengan kualitas udara dan air, keamanan pangan, paparan timbal, emisi gas rumah 

kaca, serta seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup yang memadai dan dibutuhkan 

untuk melindungi hak hidup anak. 
 

21. Kewajiban Negara di bawah Konvensi pasal 6 juga berlaku untuk tantangan-

tantangan struktural dan jangka panjang yang timbul akibat kondisi-kondisi lingkungan 

yang dapat mengakibatkan ancaman langsung terhadap hak untuk hidup dan memerlukan 

pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, sebagai 

contoh, penggunaan berkelanjutan dari sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap ekosistem yang sehat dan keanekaragaman 

hayati. Langkah-langkah perlindungan khusus diperlukan untuk mencegah dan mengurangi 

kematian anak akibat kondisi lingkungan dan untuk kelompok-kelompok yang berada 

dalam situasi rentan. 
 

 
6 Komentar Umum No. 14 (2013) tentang Hak Anak untuk mendapatkan kepentingan terbaiknya 

sebagai pertimbangan utama, paragraf 16 (e), 71, dan 72. 16 (e), 71 dan 74.
  

7 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang hak hidup, paragraf 62.
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22. Kerusakan lingkungan meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak anak dalam 

konflik bersenjata karena pengungsian, kelaparan, dan meningkatnya kekerasan. Dalam 

konteks konflik bersenjata, Negara harus melarang pembuatan atau penyimpanan, dan 

memastikan pembersihan daerah-daerah yang terkontaminasi oleh persenjataan yang tidak 

meledak dan residu senjata biologi, kimia, dan nuklir, sesuai dengan komitmen 

internasional. 
 

23. Kerusakan lingkungan mengancam kemampuan anak-anak untuk mencapai potensi 

perkembangan mereka secara penuh, yang berimplikasi pada berbagai hak lain di bawah 

Konvensi. Perkembangan anak terkait erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. 

Dampak positif dari lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak mencakup kesempatan 

untuk melakukan kegiatan di luar ruangan dan berinteraksi serta bermain di lingkungan 

alam, termasuk dengan dunia satwa. 
 

24.  Anak-anak yang lebih kecil sangat rentan terhadap bahaya lingkungan karena pola 

aktivitas, perilaku, dan fisiologi mereka yang unik. Paparan polutan beracun, bahkan pada 

tingkat yang rendah, selama masa perkembangan dengan kerentanan yang meningkat dapat 

dengan mudah mengganggu proses perkembangan otak, organ tubuh, dan sistem kekebalan 

tubuh serta menyebabkan penyakit dan gangguan selama dan setelah masa kanak-kanak, 

terkadang setelah periode laten yang cukup lama. Efek dari kontaminasi lingkungan bahkan 

dapat berlanjut pada generasi mendatang. Negara harus secara konsisten dan eksplisit 

mempertimbangkan dampak paparan zat beracun dan polusi pada masa awal pertumbuhan 

anak.  
 

25. Negara harus mengenali setiap tahapan dalam masa kanak-kanak dan pentingnya 

setiap tahap bagi tahap-tahap selanjutnya, khususnya dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan, serta kebutuhan anak yang berbeda-beda pada setiap tahap. Untuk 

menciptakan lingkungan yang optimal bagi hak atas tumbuh kembang, Negara harus secara 

eksplisit dan konsisten mempertimbangkan semua faktor yang dibutuhkan oleh anak-anak 

dari berbagai usia untuk bertahan hidup, bertumbuh kembang dan meraih potensi mereka 

secara maksimal, serta merancang dan melaksanakan intervensi berbasis bukti yang dapat 

mengatasi berbagai faktor penentu lingkungan selama masa kehidupan. 

 

D. Hak untuk didengarkan (pasal 12) 
 

26. Anak-anak mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup sebagai hal yang sangat 

krusial bagi kehidupan mereka. Suara anak-anak adalah sumber kekuatan global yang 

dahsyat untuk upaya perlindungan lingkungan hidup, dan pandangan mereka turut 

memperkaya perspektif dan pengalaman yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait 

isu-isu lingkungan hidup di semua tingkatan. Bahkan sejak usia dini, anak-anak dapat 

meningkatkan kualitas solusi lingkungan, misalnya, dengan memberikan wawasan yang tak 

ternilai mengenai isu-isu seperti efektivitas sistem peringatan dini untuk bahaya 

lingkungan. Pandangan anak-anak harus secara proaktif dicari dan diberikan bobot yang 

tepat dalam desain dan implementasi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi 

tantangan lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang yang secara fundamental 

membentuk kehidupan mereka. Sarana ekspresi kreatif, seperti seni dan musik, dapat 

digunakan oleh anak-anak untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pandangan mereka. 

Dukungan tambahan dan strategi khusus mungkin diperlukan untuk memberdayakan anak-

anak yang berada dalam situasi yang kurang beruntung, seperti anak-anak penyandang 

disabilitas, anak-anak dari kelompok minoritas dan anak-anak yang tinggal di wilayah 

rentan, untuk menggunakan hak mereka untuk didengar. Sarana dan perangkat digital dapat 

memperkuat proses keterlibatan anak dalam konsultasi dan memperluas kapasitas serta 

kesempatan mereka untuk terlibat secara efektif dalam isu lingkungan, termasuk melalui 

advokasi kolektif, jika digunakan secara seksama, dengan memperhatikan tantangan terkait 

inklusi digital.8 
 
  
 
 

8 Komentar Umum No. 25 (2021) tentang hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital, paragraf 
16 dan 18.
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27. Negara harus memastikan bahwa terdapat mekanisme yang sesuai dengan usia, 

aman, dan mudah diakses agar pandangan anak-anak dapat didengar secara berkala dan 

dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan lingkungan untuk legislasi, kebijakan, 

peraturan, proyek, dan kegiatan yang dapat mempengaruhi mereka, baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional. Demi terwujudnya partisipasi yang bebas, aktif, bermakna 

dan efektif, anak harus diberikan pendidikan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, 

informasi yang sesuai dengan usia dan dapat dijangkau, waktu dan sumber daya yang 

memadai, serta lingkungan yang mendukung dan kondusif. Mereka harus menerima 

informasi mengenai hasil diskusi terkait lingkungan hidup dan mendapatkan masukan 

mengenai bagaimana pandangan mereka diperhitungkan, serta memiliki akses terhadap 

prosedur pengaduan yang peka terhadap anak dan upaya-upaya pemulihan ketika hak 

mereka untuk didengar dalam konteks lingkungan hidup diabaikan. 

 

28. Di tingkat internasional, Negara, organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya 

masyarakat internasional harus memfasilitasi keterlibatan asosiasi anak dan organisasi atau 

kelompok yang dipimpin oleh anak dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. 

Negara harus memastikan bahwa kewajiban mereka terkait hak anak untuk didengar 

pendapatnya dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan lingkungan 

internasional, termasuk dalam negosiasi dan implementasi instrumen hukum lingkungan 

internasional. Upaya untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam proses pengambilan 

keputusan lingkungan harus melibatkan anak-anak. 

 

E. Kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai 
(pasal 13 dan 15) 

 
29. Anak-anak di seluruh dunia mengambil tindakan, baik secara individu maupun 

kolektif, untuk melindungi lingkungan, termasuk menyoroti konsekuensi dari perubahan 

iklim. Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak anak atas kebebasan 

berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai dalam kaitannya dengan lingkungan, 

termasuk dengan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung serta kerangka 

hukum dan kelembagaan yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan hak-hak 

mereka secara efektif. Hak-hak anak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul 

secara damai tidak boleh dibatasi selain yang diberlakukan sesuai dengan hukum dan yang 

diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. 
 

30. Anak-anak yang menggunakan hak mereka untuk berekspresi atau terlibat dalam 

protes terkait isu lingkungan, termasuk pembela Hak Anak, seringkali menghadapi 

ancaman, intimidasi, pelecehan dan tindakan pembalasan yang serius. Negara wajib 

melindungi hak-hak mereka, termasuk dengan menyediakan konteks yang aman dan 

memberdayakan bagi inisiatif yang diselenggarakan oleh anak-anak untuk 

memperjuangkan hak asasi manusia di sekolah dan tempat lainnya. Negara, aktor Negara, 

seperti polisi, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk guru, harus menerima 

pelatihan tentang hak-hak sipil dan politik anak, termasuk langkah-langkah untuk 

memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak tersebut dengan aman. Negara harus 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan 

selain yang diatur oleh hukum dan yang diperlukan untuk membentuk dan bergabung 

dengan perkumpulan atau ikut serta dalam protes lingkungan. Hukum, termasuk yang 

berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, tidak boleh disalahgunakan untuk 

menekan hak-hak anak. Negara harus mengadopsi dan menerapkan hukum untuk 

melindungi pembela hak asasi anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. 

Negara harus menyediakan pemulihan yang efektif untuk pelanggaran hak-hak anak atas 

kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai. 
 

31. Negara harus mendorong, mengakui, dan mendukung kontribusi positif anak 

terhadap kelestarian lingkungan dan keadilan iklim, sebagai sarana penting dalam 

keterlibatan sipil dan politik yang memungkinkan anak untuk melakukan negosiasi dan 

advokasi demi terwujudnya hak-hak mereka, termasuk hak atas lingkungan yang sehat, 

serta meminta pertanggungjawaban Negara. 
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F. Akses terhadap informasi (pasal 13 dan 17) 
 

32. Akses terhadap informasi sangat diperlukan agar anak-anak dan orang tua atau 

pengasuhnya dapat memahami dampak potensial dari kerusakan lingkungan hidup bagi 

Hak Anak. Akses ini juga merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemenuhan 

Hak Anak untuk mengekspresikan pandangan mereka, untuk didengar, dan untuk 

mendapatkan pemulihan yang efektif terkait isu-isu lingkungan hidup. 
 

33. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat 

dan tepercaya mengenai lingkungan hidup, termasuk tentang penyebab, dampak dan 

sumber bahaya iklim dan lingkungan hidup yang nyata dan potensial, tanggapan adaptif, 

undang-undang iklim dan lingkungan hidup yang relevan, peraturan, temuan-temuan dari 

kajian dampak iklim dan lingkungan hidup, kebijakan, dan rencana serta pilihan gaya hidup 

yang berkelanjutan. Informasi tersebut memberdayakan anak untuk mempelajari apa yang 

dapat mereka lakukan di lingkungan terdekat mereka terkait dengan pengelolaan limbah, 

daur ulang, dan perilaku konsumsi. 
 

34. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang lingkungan hidup.  
Metode penyebarannya harus sesuai dengan usia dan kapasitas anak-anak dan ditujukan 

untuk mengatasi berbagai hambatan, seperti buta huruf, disabilitas, hambatan bahasa, jarak, 

dan keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Negara harus 

mendorong media untuk menyebarluaskan informasi dan materi yang akurat mengenai 

lingkungan hidup, misalnya, langkah-langkah yang dapat diambil oleh anak dan keluarga 

mereka untuk mengelola risiko dalam konteks bencana terkait perubahan iklim. 

 

G. Hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan (pasal 19) 
 

35.     Kerusakan lingkungan, termasuk krisis iklim, merupakan bentuk kekerasan struktural 

terhadap anak dan dapat menyebabkan keruntuhan sosial dalam masyarakat dan keluarga. 

Kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, kerawanan pangan, dan pemindahan 

paksa memperparah risiko anak-anak mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. 

Sebagai contoh, rumah tangga miskin cenderung rentan terhadap tekanan yang berkaitan 

dengan lingkungan, termasuk yang disebabkan atau diperburuk oleh perubahan iklim, 

seperti naiknya permukaan air laut, banjir, angin topan, polusi udara, cuaca ekstrem, 

penggurunan, penggundulan hutan, kekeringan, kebakaran, badai dan hilangnya 

keanekaragaman hayati. Kesulitan keuangan, kekurangan makanan dan air bersih, serta 

sistem perlindungan anak yang rapuh akibat gangguan tersebut merusak rutinitas harian 

keluarga, menambah beban bagi anak-anak, dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap 

kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, pekerja 

anak, penculikan, perdagangan orang, pengungsian, kekerasan dan eksploitasi seksual, serta 

rekrutmen ke dalam kelompok kriminal, bersenjata, dan/atau kelompok ekstremis yang 

kejam. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikologis serta 

dari paparan kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap 

hewan. 
 

36. Investasi pada layanan anak dapat sangat mengurangi risiko lingkungan secara 

keseluruhan yang dihadapi anak-anak di seluruh dunia. Negara harus mengadopsi langkah-

langkah lintas sektoral untuk mengatasi penyebab kekerasan terhadap anak yang terkait 

dengan degradasi lingkungan. 

 

 

H. Hak atas standar kesehatan terbaik yang dapat dicapai (pasal 24) 
 

37. Hak atas kesehatan mencakup pemenuhan atas berbagai fasilitas, barang, jasa, dan 

kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan standar kesehatan terbaik yang dapat dicapai, 

termasuk lingkungan yang sehat. Hak ini tergantung pada dan sangat diperlukan untuk 

mendapatkan pemenuhan hak-hak lain di bawah Konvensi. 
 
 
 



 
38. Pencemaran lingkungan merupakan ancaman utama bagi kesehatan anak, 

sebagaimana diakui secara eksplisit dalam Konvensi pasal 24 (2) (c). Namun, di banyak 

negara, polusi sering diabaikan dan pengaruhnya diremehkan. Kurangnya air minum, 

sanitasi yang tidak memadai, dan polusi udara rumah tangga merupakan ancaman serius 

bagi kesehatan anak-anak. Polusi yang terkait dengan kegiatan industri di masa lalu dan 

masa kini, termasuk paparan zat beracun dan limbah berbahaya, menimbulkan ancaman 

yang lebih kompleks terhadap kesehatan, yang seringkali menimbulkan efek jangka 

panjang pasca paparan. 

 

39. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem 

merupakan hambatan bagi terwujudnya pemenuhan hak anak atas kesehatan. Faktor-faktor 

lingkungan ini seringkali bersinggungan dan memperburuk kesenjangan kesehatan yang 

ada. Sebagai contoh, kenaikan suhu yang disebabkan oleh perubahan iklim meningkatkan 

risiko penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zoonosis serta konsentrasi polutan udara 

yang dapat menghambat perkembangan otak dan paru-paru serta memperburuk kondisi 

pernapasan. Perubahan iklim, polusi, dan zat beracun merupakan pendorong utama 

hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem yang menjadi tumpuan bagi 

kesehatan manusia. Dampak spesifiknya meliputi penurunan keanekaragaman mikroba, 

yang sangat penting bagi perkembangan sistem kekebalan tubuh anak-anak, dan 

meningkatnya prevalensi penyakit autoimun, dengan efek jangka panjang. 
 

40. Polusi udara dan air, paparan zat beracun, termasuk pupuk kimia, degradasi tanah 

dan lahan, serta jenis kerusakan lingkungan lainnya meningkatkan angka kematian anak, 

terutama di kalangan anak di bawah usia lima tahun, dan turut berperan dalam prevalensi 

penyakit, gangguan perkembangan otak, serta defisit kognitif. Dampak perubahan iklim, 

termasuk kelangkaan air, kerawanan pangan, penyakit yang ditularkan melalui vektor dan 

air, intensifikasi polusi udara dan trauma fisik yang terkait dengan kejadian yang terjadi 

secara tiba-tiba dan perlahan, ditanggung secara tidak proporsional oleh anak-anak.9 
 

41. Kekhawatiran lainnya adalah kondisi kesehatan psikososial dan mental anak saat ini 

dan yang akan datang yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup, termasuk 

peristiwa terkait perubahan iklim. Hubungan yang jelas antara kerusakan lingkungan hidup 

dan kesehatan mental anak, seperti depresi dan kecemasan lingkungan, membutuhkan 

perhatian yang mendesak, baik dalam hal program respon dan pencegahan, oleh otoritas 

kesehatan masyarakat dan pendidikan. 
 

42. Negara harus mengintegrasikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah 

kesehatan lingkungan yang relevan bagi anak ke dalam rencana, kebijakan, dan strategi 

nasional yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Kerangka kerja legislatif, 

peraturan dan kelembagaan, termasuk peraturan yang berhubungan dengan sektor bisnis, 

harus secara efektif melindungi kesehatan lingkungan anak di mana mereka tinggal, belajar, 

bermain, dan bekerja. Standar kesehatan lingkungan harus konsisten dengan ilmu 

pengetahuan terbaik yang tersedia dan semua pedoman internasional yang relevan, seperti 

yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan diberlakukan secara ketat. 

Kewajiban Negara di bawah Konvensi pasal 24 juga berlaku ketika mengembangkan dan 

menerapkan perjanjian lingkungan untuk mengatasi ancaman lintas batas dan global 

terhadap kesehatan anak.  
 
 

 
9 Sebagai contoh, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Laporan Penilaian Keenam, 

Ringkasan untuk Para Pembuat Kebijakan, gambar SPM 1, Data menunjukkan dampak yang tidak 
proporsional, kumulatif, dan berjangka panjang dari perubahan iklim terhadap orang-orang yang lahir 
pada tahun 2020.
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43. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap fasilitas, barang, dan jasa kesehatan 

masyarakat dan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi bagi anak-anak yang terkena 

dampak bahaya lingkungan, dan perhatian khusus harus diberikan pada populasi yang 

kurang terlayani dan sulit dijangkau, serta untuk memberikan perawatan kesehatan ibu 

hamil yang berkualitas tinggi secara nasional. Fasilitas, program, dan layanan harus 

dilengkapi untuk menanggapi bahaya kesehatan lingkungan. Perlindungan kesehatan juga 

berlaku untuk kondisi yang dibutuhkan anak untuk menjalani kehidupan yang sehat, seperti 

iklim yang aman, air minum dan sanitasi yang aman dan bersih, energi yang berkelanjutan, 

perumahan yang layak, akses terhadap makanan yang bergizi dan aman, serta kondisi kerja 

yang sehat. 
 

44. Ketersediaan data berkualitas tinggi sangat penting untuk perlindungan yang 

memadai terhadap risiko iklim dan kesehatan lingkungan. Negara harus menilai dampak 

kesehatan lokal, nasional dan lintas batas dari kerusakan lingkungan, termasuk penyebab 

kematian dan morbiditas, dengan mempertimbangkan seluruh tahapan kehidupan anak-anak 

dan kerentanan serta ketidaksetaraan yang mereka hadapi di setiap tahap kehidupan. 

Prioritas masalah, dampak perubahan iklim, dan masalah kesehatan lingkungan yang 

muncul harus segera diidentifikasi. Selain data rutin yang dikumpulkan melalui sistem 

informasi kesehatan, penelitian juga diperlukan, misalnya, untuk studi kohort longitudinal 

dan studi tentang ibu hamil, bayi, dan anak-anak yang menggambarkan risiko pada masa-

masa kritis dalam proses tumbuh kembang anak. 

 

I. Hak atas jaminan sosial dan standar hidup yang layak (pasal 26 
dan 27) 

 
45. Anak-anak berhak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, 

spiritual, moral dan sosial mereka. Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan 

merupakan prasyarat untuk mewujudkan pemenuhan hak ini, termasuk hak atas perumahan 

yang layak, ketahanan pangan, air minum, dan sanitasi yang aman dan bersih.10 
 

46. Komite menggarisbawahi bahwa hak atas perumahan yang layak, pangan, air, dan 

sanitasi harus diwujudkan secara berkelanjutan, termasuk dalam hal konsumsi material, 

penggunaan sumber daya dan energi, serta penggunaan ruang dan alam. 
 

47. Paparan terhadap kerusakan lingkungan memiliki penyebab langsung dan struktural 

dan dapat memperburuk dampak kemiskinan anak yang bersifat multidimensi. Sebagai 

contoh, dalam konteks lingkungan, sebagaimana dijamin dalam Konvensi pasal 26, jaminan 

sosial menjadi sangat relevan. Negara didesak untuk memperkenalkan fitur-fitur yang 

memberikan perlindungan bagi anak-anak dan keluarga mereka dari ancaman lingkungan 

dan bahaya yang timbul secara perlahan, termasuk dari perubahan iklim, ke dalam 

kebijakan jaminan sosial dan dasar-dasar perlindungan sosial. Negara harus memperkuat 

program-program pengentasan kemiskinan yang berpusat pada anak di daerah-daerah yang 

paling rentan terhadap risiko lingkungan. 
 

48. Anak-anak, termasuk anak-anak yang terlantar, harus memiliki akses terhadap 

perumahan yang layak yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. 

Perumahan harus berkelanjutan dan tangguh dan tidak boleh dibangun di lokasi yang 

tercemar atau di daerah yang menghadapi risiko degradasi lingkungan yang tinggi. Rumah 

harus memiliki sumber energi yang aman dan berkelanjutan untuk memasak, memanaskan, 

penerangan, dan ventilasi yang memadai, serta bebas dari jamur, zat beracun, dan asap. 

Harus ada pengelolaan limbah dan sampah yang efektif, perlindungan dari kemacetan, 

kebisingan yang berlebihan dan kepadatan penduduk, serta akses terhadap air minum yang 

aman dan fasilitas sanitasi dan kebersihan yang berkelanjutan. 
 

49. Anak tidak boleh menjadi sasaran penggusuran paksa tanpa adanya penyediaan 

akomodasi alternatif yang memadai, termasuk relokasi yang terkait dengan proyek-proyek 

pembangunan dan infrastruktur yang berkaitan dengan energi dan/atau aksi mitigasi dan 

adaptasi iklim.  

 
10 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 15 (2002) tentang hak atas air, 

paragraf 3; dan Komite Hak Anak, Komentar Umum No. 15 (2013) tentang hak anak untuk 
menikmati standar kesehatan yang layak. 3; dan Komite Hak Anak, Komentar Umum No. 15 (2013) 
tentang hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, paragraf 48.
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Kajian dampak hak anak harus menjadi prasyarat untuk proyek-proyek tersebut. Perhatian 

khusus harus diberikan untuk melestarikan tanah adat bagi anak-anak masyarakat adat dan 

melindungi kualitas lingkungan alam demi pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak 

mereka untuk mendapatkan standar hidup yang layak.11 

 

 

50. IDalam situasi pengungsian dan migrasi lintas batas yang terkait dengan peristiwa 

yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan dan yang terkait dengan situasi konflik 

bersenjata, Komite menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dan kewajiban 

Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah 

lain yang tepat untuk menjamin hak-hak di bawah Konvensi untuk semua anak dalam 

yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi. Pihak berwenang yang relevan harus 

mempertimbangkan risiko pelanggaran hak anak yang disebabkan oleh dampak degradasi 

lingkungan, termasuk perubahan iklim, ketika memutuskan untuk menerima atau menolak 

permohonan perlindungan internasional, khususnya mengingat, misalnya, konsekuensi 

yang sangat serius bagi anak-anak akibat tidak tercukupinya kebutuhan pangan atau 

layanan kesehatan. Negara tidak boleh mendeportasi anak-anak dan keluarga mereka ke 

tempat di mana mereka akan menghadapi risiko pelanggaran berat sebagai akibat dari 

dampak buruk degradasi lingkungan.  

 

J. Hak atas pendidikan (pasal 28 dan 29 (1) (e)) 
 

51. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pendekatan berbasis hak anak 

terhadap lingkungan hidup. Anak-anak telah menegaskan bahwa pendidikan memiliki 

peran penting dalam melindungi hak-hak mereka dan lingkungan hidup serta dalam 

meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka untuk menghadapi kerusakan lingkungan 

hidup; namun, hak atas pendidikan sangat rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan 

hidup, karena hal ini dapat mengakibatkan penutupan dan gangguan sekolah, putus sekolah, 

serta penghancuran sekolah dan tempat bermain. 
 

52. Dalam Konvensi pasal 29 (1) (e), yang mensyaratkan bahwa pendidikan seorang 

anak harus diarahkan pada pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan hidup, harus 

dibaca dalam hubungannya dengan pasal 28, yaitu untuk memastikan bahwa setiap anak 

berhak untuk menerima pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai lingkungan hidup.12 
 

53. Pendidikan lingkungan hidup berbasis hak harus bersifat transformatif, inklusif, 

berpusat pada anak, ramah anak, dan berdaya. Pendidikan ini harus mengupayakan 

pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan anak, mengakui keterkaitan yang erat 

antara penghormatan terhadap lingkungan hidup dan nilai-nilai etika lainnya yang 

tercantum dalam Konvensi pasal 29 (1) dan memiliki orientasi lokal dan global.13 

Kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan konteks khusus dalam aspek lingkungan, 

sosial, ekonomi dan budaya anak serta mendorong pemahaman tentang konteks anak-anak 

lain yang terkena dampak degradasi lingkungan. Bahan-bahan pengajaran harus 

menyediakan informasi lingkungan yang akurat, ilmiah, dan terkini serta sesuai dengan 

perkembangan dan usia anak. Semua anak harus dibekali dengan keterampilan yang 

diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi dalam 

kehidupan, seperti risiko bencana dan dampak kesehatan yang berkaitan dengan 

lingkungan, termasuk kemampuan untuk merefleksikan secara kritis tantangan-tantangan 

tersebut, memecahkan masalah, membuat keputusan yang seimbang dan memikul tanggung 

jawab terhadap lingkungan, misalnya melalui gaya hidup dan konsumsi yang berkelanjutan, 

sesuai dengan kemampuan mereka yang terus berkembang. 
 

54. Nilai-nilai lingkungan hidup harus tercermin dalam pendidikan dan pelatihan bagi 

tenaga profesional yang terlibat dalam pendidikan, yang mencakup metode pengajaran, 

teknologi dan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan, lingkungan sekolah, dan 

mempersiapkan anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan yang ramah lingkungan.  
  
 
 

11 Komentar Umum No. 11 (2009) tentang anak-anak masyarakat adat dan hak-hak mereka di bawah 
Konvensi, paragraf 34 dan 35.

  

12 Komentar Umum No. 1 (2001) tentang tujuan pendidikan, paragraf 13.
  

13 Ibid., paragraf 2, 12 dan 13. 
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Pendidikan lingkungan hidup tidak hanya mencakup pendidikan formal di sekolah, tetapi 

juga mencakup berbagai pengalaman hidup dan pembelajaran. Metode eksplorasi, non-

formal dan praktis, seperti pembelajaran di luar ruangan, merupakan cara yang lebih 

disukai untuk menyampaikan tujuan pendidikan ini. 

 

55. Negara harus membangun infrastruktur yang aman, sehat, dan tangguh untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif. Hal ini termasuk memastikan tersedianya rute 

pejalan kaki dan pesepeda serta transportasi umum ke sekolah, dan bahwa sekolah dan 

fasilitas pembelajaran alternatif terletak pada jarak yang aman dari sumber polusi, banjir, 

tanah longsor dan bahaya lingkungan lainnya, termasuk tempat yang terkontaminasi, dan 

pembangunan gedung dan ruang kelas dengan pemanas dan pendingin yang memadai serta 

akses terhadap air minum yang cukup, aman dan layak14 , serta dilengkapi dengan fasilitas 

sanitasi. Fasilitas sekolah yang ramah lingkungan, seperti penerangan dan pemanasan yang 

bersumber dari energi terbarukan dan kebun yang dapat dipanen, dapat memberikan 

manfaat bagi anak dan memastikan bahwa Negara memenuhi kewajiban mereka dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 
 

56. Selama dan setelah kelangkaan air, badai pasir, gelombang panas dan peristiwa 

cuaca buruk lainnya, Negara harus menjamin ketersediaan akses fisik ke sekolah-sekolah, 

terutama bagi anak-anak di daerah terpencil atau pedesaan, atau mempertimbangkan 

metode-metode pengajaran alternatif, seperti fasilitas pendidikan keliling dan pembelajaran 

jarak jauh. Komunitas yang kurang terlayani harus diprioritaskan dalam hal pemeriksaan 

iklim dan renovasi sekolah. Negara harus sesegera mungkin menyediakan tempat tinggal 

alternatif bagi para pengungsi dan memastikan bahwa sekolah tidak digunakan sebagai 

tempat penampungan. Ketika menanggapi keadaan darurat yang disebabkan oleh peristiwa 

cuaca buruk di daerah-daerah yang telah terkena dampak konflik bersenjata, Negara harus 

memastikan bahwa sekolah-sekolah tidak menjadi target kegiatan kelompok bersenjata. 
 

57. Negara harus mengakui dan menangani dampak tidak langsung dan dampak 

langsung yang tidak proporsional dari kerusakan lingkungan hidup terhadap pendidikan 

anak, dengan memberikan perhatian khusus pada situasi yang spesifik terhadap gender, 

misalnya anak-anak yang meninggalkan sekolah karena adanya tambahan beban rumah 

tangga dan ekonomi dalam rumah tangga yang menghadapi goncangan dan tekanan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup. 

 

K. Hak anak di masyarakat adat dan kelompok minoritas (pasal 30) 
 

58. Anak-anak dari masyarakat adat terkena dampak yang tidak proporsional dari 

hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan perubahan iklim. Negara harus 

mempertimbangkan dengan seksama dampak kerusakan lingkungan, seperti penggundulan 

hutan, terhadap tanah dan budaya adat serta kualitas lingkungan hidup, sekaligus menjamin 

hak-hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak di masyarakat 

adat. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melibatkan anak-anak masyarakat 

adat dan keluarga mereka secara bermakna dalam menanggapi kerusakan lingkungan, 

termasuk kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim, dengan mempertimbangkan 

dan mengintegrasikan konsep-konsep dari budaya masyarakat adat dan pengetahuan 

tradisional dalam langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Meskipun anak-anak di 

masyarakat adat menghadapi risiko yang unik, mereka juga dapat berperan sebagai 

pendidik dan pendukung dalam menerapkan pengetahuan tradisional untuk mengurangi 

dampak bahaya lokal dan memperkuat ketahanan, jika pengetahuan ini terus diwariskan 

dan didukung. Langkah-langkah yang sama juga harus diambil terkait hak-hak anak dari 

kelompok minoritas non-Adat yang hak-hak, cara hidup, dan identitas budayanya terkait 

erat dengan alam. 

  

 

14 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 15 (2002), paragraf 12 (c) (i) dan 

16 (b).  
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L. Hak untuk beristirahat, bermain, bersantai, dan berekreasi (pasal 31) 
 

59. Bermain dan rekreasi sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan mental anak 

serta mendorong tumbuhnya kreativitas, imajinasi, rasa percaya diri, kemandirian, serta 

kekuatan dan keterampilan dalam hal fisik, sosial, kognitif, dan emosional. Bermain dan 

rekreasi berkontribusi pada semua aspek pembelajaran, sangat penting bagi perkembangan 

holistik anak15 dan memberikan kesempatan penting bagi anak untuk mengeksplorasi dan 

mengalami dunia alam dan keanekaragaman hayati, yang bermanfaat bagi kesehatan mental 

dan kesejahteraan mereka serta berkontribusi pada pemahaman, apresiasi, dan kepedulian 

terhadap lingkungan alam. 
 

60. Sebaliknya, lingkungan yang tidak aman dan berbahaya akan menghambat 

perwujudan pemenuhan Hak Anak dalam Konvensi pasal 31 (1) dan menjadi faktor risiko 

bagi kesehatan, perkembangan, dan keselamatan anak. Anak-anak membutuhkan ruang 

inklusif untuk bermain yang dekat dengan rumah mereka dan bebas dari bahaya 

lingkungan. Dampak perubahan iklim memperparah tantangan-tantangan ini, sementara 

tekanan terkait perubahan iklim terhadap pendapatan rumah tangga dapat mengurangi 

waktu yang tersedia bagi anak-anak untuk beristirahat, bersantai, berekreasi dan bermain. 

 

61. Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-

langkah lain yang efektif untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa diskriminasi, dapat 

bermain dan melakukan kegiatan rekreasi di lingkungan yang aman, bersih dan sehat, 

termasuk ruang-ruang terbuka, taman dan arena bermain. Dalam perencanaan publik, baik 

di pedesaan maupun perkotaan, sudut pandang anak harus diperhatikan agar tercipta 

lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah: (a) menyediakan akses, melalui sarana transportasi yang aman, 

terjangkau dan mudah diakses, ke area hijau, ruang terbuka yang luas, dan alam untuk 

bermain dan rekreasi; (b) menciptakan lingkungan lokal yang aman untuk bermain bebas, 

bebas dari polusi, bahan kimia berbahaya, dan limbah; dan (c) melakukan upaya-upaya 

pengaturan lalu lintas untuk mengurangi tingkat polusi di sekitar rumah tangga, sekolah, 

dan tempat bermain, termasuk melalui perancangan zona-zona yang memprioritaskan anak-

anak untuk bermain, berjalan kaki, dan bersepeda. 
 

62. Negara harus memperkenalkan legislasi, peraturan dan panduan, disertai dengan 

alokasi anggaran yang diperlukan dan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang 

efektif, untuk memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi Konvensi pasal 31, termasuk 

dengan menetapkan standar keamanan untuk semua mainan dan fasilitas bermain dan 

rekreasi, khususnya yang berkaitan dengan bahan beracun, dalam proyek-proyek 

pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Dalam situasi bencana terkait perubahan iklim, 

langkah-langkah harus diambil untuk memulihkan dan melindungi hak-hak ini, termasuk 

melalui penciptaan atau pemulihan ruang yang aman dan dengan mendorong permainan 

dan ekspresi kreatif untuk meningkatkan ketahanan dan penyembuhan psikologis. 

 

III. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan 
 

63.  Anak berhak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Hak ini tersirat 

dalam Konvensi dan secara langsung terkait dengan, khususnya, hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, berdasarkan pasal 6, hak atas standar kesehatan 

tertinggi yang dapat dicapai, termasuk dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko 

pencemaran lingkungan, berdasarkan pasal 24, hak atas standar kehidupan yang layak, 

berdasarkan pasal 27, dan hak atas pendidikan, berdasarkan pasal 28, termasuk 

pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan hidup, berdasarkan pasal 29. 
 

64. Elemen-elemen substantif dari hak ini sangat penting bagi anak karena mencakup 

udara yang bersih, iklim yang aman dan stabil, ekosistem dan keanekaragaman hayati yang 

sehat, air yang bersih dan cukup, makanan yang sehat dan berkelanjutan, serta lingkungan 

yang tidak beracun.16 
 
 

15 Komentar Umum No. 17 (2013) tentang hak anak untuk beristirahat, bersantai, bermain, kegiatan rekreasi, kehidupan 

budaya dan seni, paragraf 9 dan 10. 9 dan 14 (c). 

16 Lihat A/74/161, A/75/161, A/76/179, A/HRC/40/55, A/HRC/46/28 dan A/HRC/49/53.  
. 
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65. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan Hak Anak ini, Komite menganggap bahwa 

Negara harus segera mengambil tindakan-tindakan berikut ini: 

 

(a) Meningkatkan kualitas udara, dengan mengurangi polusi udara di luar 

ruangan dan rumah tangga, untuk mencegah kematian anak, terutama pada anak-anak di 

bawah usia lima tahun; 
 

(b) Memastikan akses terhadap air dan sanitasi yang aman dan layak serta 

ekosistem perairan yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan 

melalui air pada anak; 
 

(c) Melakukan transformasi industri pertanian dan perikanan untuk 

menghasilkan makanan yang sehat dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencegah 

malnutrisi dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak; 
 

(d) Menghapuskan penggunaan batu bara, minyak dan gas alam secara adil, 

memastikan transisi sumber energi yang adil dan merata, serta berinvestasi pada energi 

terbarukan, penyimpanan energi, dan efisiensi energi untuk mengatasi krisis iklim; 
 

(e) Melestarikan, melindungi, dan memulihkan keanekaragaman hayati; 
 

(f) Mencegah pencemaran laut, dengan melarang masuknya zat-zat yang 

berbahaya bagi kesehatan anak dan ekosistem laut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung ke dalam lingkungan laut;17 

 

(g) Mengatur secara ketat dan menghapuskan, sebagaimana mestinya, produksi, 

penjualan, penggunaan dan pelepasan zat-zat beracun yang memiliki dampak buruk yang 

tidak proporsional bagi kesehatan anak, khususnya zat-zat yang bersifat neurotoksin bagi 

pertumbuhan anak.18 
 
 

66. .Elemen-elemen prosedural dengan pemulihan yang efektif, termasuk akses terhadap 

informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses yang ramah anak terhadap 

keadilan, memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pemberdayaan anak-anak, termasuk 

melalui pendidikan, agar anak mampu menjadi penentu masa depannya sendiri. 
 

67. Negara harus memasukkan Hak Anak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan 

berkelanjutan ke dalam undang-undang nasional mereka dan mengambil langkah-langkah 

yang memadai untuk mengimplementasikannya dalam rangka memperkuat akuntabilitas. 

Hak ini harus diarusutamakan dalam semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan 

anak-anak, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, waktu luang, bermain, 

akses terhadap ruang terbuka hijau, perlindungan anak, kesehatan dan migrasi anak, dan 

kerangka kerja nasional untuk implementasi Konvensi. 

 

IV. Langkah-langkah umum implementasi (pasal 4) 

 

A. Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak 

Anak 
 

68. Negara harus memastikan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Anak. Kewajiban untuk menghormati Hak 

Anak mengharuskan Negara untuk menahan diri dari upaya pelanggaran terhadap hak-hak 

tersebut melalui kerusakan lingkungan. Mereka harus melindungi anak-anak dari kerusakan 

lingkungan dari sumber-sumber lain dan pihak ketiga, termasuk meregulasi sektor bisnis. 

Selain itu, Negara peserta juga berkewajiban untuk mencegah dan memulihkan dampak 

bahaya lingkungan terhadap Hak Anak, bahkan ketika ancaman tersebut berada di luar 

kendali manusia, misalnya dengan membangun sistem peringatan dini yang inklusif.  

 

 
  

17 Konvensi Perlindungan Lingkungan Laut Atlantik Utara-Timur, pasal. 2.2 (a) 

18 Lihat A/HRC/49/53. 
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Negara harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk memenuhi kewajiban mereka 

dalam memfasilitasi, mempromosikan, dan menyediakan pemenuhan hak-hak anak, 

termasuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, misalnya dengan 

melakukan transisi ke energi bersih dan mengadopsi strategi dan program untuk 

memastikan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan. 

 

69. Negara memiliki kewajiban uji tuntas untuk mengambil langkah-langkah 

pencegahan yang tepat untuk melindungi anak-anak dari bahaya lingkungan yang dapat 

diperkirakan dan pelanggaran atas hak-hak mereka, dengan memperhatikan prinsip kehati-

hatian. Hal ini termasuk melakukan asesmen terhadap dampak lingkungan dari kebijakan 

dan proyek, mengidentifikasi dan mencegah kerusakan yang dapat diperkirakan, melakukan 

mitigasi terhadap kerusakan tersebut bila tidak dapat dicegah, serta menyediakan pemulihan 

yang tepat waktu dan efektif untuk memperbaiki kerusakan yang dapat diperkirakan 

maupun yang telah terjadi. 
 

70. Negara juga berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak 

Anak yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kewajiban untuk menghormati Hak Anak 

mengharuskan mereka untuk menahan diri dari segala tindakan yang akan membatasi Hak 

Anak untuk mengekspresikan pandangan mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

lingkungan dan menghambat akses terhadap informasi lingkungan yang akurat, serta 

melindungi anak-anak dari informasi yang salah mengenai risiko lingkungan dan dari risiko 

kekerasan atau pembalasan lainnya. Kewajiban untuk memenuhi hak mengharuskan Negara 

untuk memerangi sikap masyarakat yang negatif terhadap pemenuhan Hak Anak untuk 

didengar pendapatnya dan memfasilitasi partisipasi mereka yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan lingkungan. 
 

71. Negara harus mengambil langkah-langkah yang terencana, spesifik, dan terarah 

untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak yang berkaitan dengan lingkungan hidup secara 

menyeluruh dan efektif, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, melalui 

pengembangan legislasi, kebijakan, strategi, atau rencana yang berbasis ilmu pengetahuan 

dan konsisten dengan pedoman internasional yang relevan terkait kesehatan dan 

keselamatan lingkungan hidup, serta menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat retroaktif dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak. 
 

72. Negara berkewajiban untuk mengerahkan sumber daya keuangan, alam, manusia, 

teknologi, kelembagaan dan informasi untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dalam 

kaitannya dengan lingkungan hidup sampai batas maksimum sumber daya yang tersedia 

dan, jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.19 

 
73. Mengacu pada kewajiban apa pun di bawah hukum internasional, termasuk yang 

terkandung dalam perjanjian lingkungan multilateral yang mereka ikuti, Negara memiliki 

keleluasaan dalam mencapai keseimbangan yang wajar antara menentukan tingkat 

perlindungan lingkungan yang tepat dan mencapai tujuan sosial lainnya dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, keleluasaan tersebut 

dibatasi oleh kewajiban Negara di bawah Konvensi. Anak-anak jauh lebih rentan 

mengalami penderitaan serius jika dibandingkan dengan orang dewasa, termasuk 

konsekuensi seumur hidup yang bersifat permanen dan kematian, akibat kerusakan 

lingkungan. Mengingat tugas pengasuhan mereka yang lebih tinggi, Negara harus 

menetapkan dan menegakkan standar-standar lingkungan yang melindungi anak-anak dari 

dampak yang tidak proporsional dan berjangka panjang sebagaimana yang telah disebutkan 

di atas.20 
 

74. Negara harus memastikan pengumpulan data dan penelitian yang dapat diandalkan, 

diperbarui secara berkala dan terpilah mengenai kerusakan lingkungan, termasuk risiko dan 

dampak nyata dari kerusakan terkait perubahan iklim terhadap pemenuhan Hak Anak. Data 

tersebut harus mencakup data longitudinal mengenai dampak kerusakan lingkungan 

terhadap hak-hak anak, khususnya pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup pada 

rentang usia yang berbeda. Data dan penelitian tersebut harus menginformasikan 

perumusan dan evaluasi undang-undang, kebijakan, program dan rencana lingkungan hidup 

di semua tingkatan dan harus dibuka untuk umum. 

  
 

19 Komentar Umum No. 19 (2016) tentang penganggaran publik untuk pemenuhan Hak Anak, paragraf 75.
  

20 A/HRC/37/58, paragraf 56 dan 57.
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B. Kajian dampak Hak Anak 
 

75. Seluruh usulan legislasi, kebijakan, proyek, peraturan, anggaran dan keputusan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup, dan yang telah berlaku, memerlukan penilaian dampak 

hak anak yang kuat, sesuai dengan Konvensi Pasal 3 (1). Negara harus mewajibkan 

asesmen, baik sebelum dan sesudah implementasi, terhadap kemungkinan dampak langsung 

dan tidak langsung terhadap lingkungan dan iklim, termasuk dampak lintas batas, 

kumulatif, dan dampak produksi dan konsumsi, terhadap pemenuhan Hak Anak. 
 

76. Apabila kajian dampak Hak Anak dimasukkan ke dalam kerangka kerja kajian 

dampak lingkungan atau kajian dampak terpadu, atau dilakukan sebagai kajian tersendiri, 

maka kajian tersebut harus memasukkan perhatian khusus terhadap dampak diferensial dari 

keputusan lingkungan terhadap anak-anak, khususnya anak kecil dan kelompok anak lain 

yang paling berisiko, yang diukur berdasarkan semua hak yang relevan di bawah Konvensi, 

termasuk dampak jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dampak yang 

dikombinasikan dan tidak dapat dipulihkan, dampak interaktif dan kumulatif serta dampak 

pada berbagai tahapan masa kanak-kanak. Sebagai contoh, Negara-negara yang memiliki 

industri bahan bakar fosil yang substansial harus melakukan kajian terhadap dampak sosial 

dan ekonomi terhadap anak-anak berdasarkan pada pengambilan keputusan terkait. 
 

77. Penilaian dampak Hak Anak harus dilakukan sedini mungkin dalam proses 

pengambilan keputusan, pada tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan, dan 

dalam menindaklanjuti tindakan yang telah diambil. Penilaian tersebut harus dilakukan 

dengan melibatkan partisipasi anak dan harus mempertimbangkan pandangan mereka dan 

pandangan para ahli tematik. Hasil temuan tersebut harus dipublikasikan dalam bahasa 

yang ramah anak dan dalam bahasa yang digunakan anak-anak. 

 

C. Hak anak dan sektor bisnis 
 

78. Sektor bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hak Anak dalam 

kaitannya dengan lingkungan. Negara berkewajiban untuk melindungi dari penyalahgunaan 

Hak Anak oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis.21 
 

79. Kegiatan bisnis merupakan sumber kerusakan lingkungan yang signifikan, dan 

berkontribusi terhadap pelanggaran hak anak. Kerusakan tersebut diakibatkan, misalnya, 

oleh produksi, penggunaan, pelepasan dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun, 

ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil, polusi udara dan air dari industri serta praktik-

praktik pertanian dan perikanan yang tidak berkelanjutan. Sektor bisnis berkontribusi secara 

signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, yang berdampak buruk pada hak anak, dan 

pelanggaran hak anak dalam jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan konsekuensi 

perubahan iklim. Dampak dari kegiatan dan operasi bisnis dapat melemahkan kemampuan 

anak-anak dan keluarga mereka untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, 

misalnya, di mana lahan telah terdegradasi, sehingga memperparah kondisi iklim. Negara 

harus memperkuat perwujudan pemenuhan Hak Anak dengan menyebarluaskan dan 

menyediakan akses terhadap teknologi yang ada serta menggunakan pengaruhnya terhadap 

operasi bisnis dan rantai nilai untuk mencegah, memitigasi, dan beradaptasi terhadap 

perubahan iklim. 
 

80. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kerangka kerja untuk memastikan 

bahwa sektor bisnis menghormati Hak Anak melalui legislasi, regulasi, penegakan dan 

kebijakan yang efektif dan sensitif terhadap anak, serta langkah-langkah perbaikan, 

pemantauan, koordinasi, kolaborasi dan peningkatan kesadaran. Negara harus mewajibkan 

sektor bisnis untuk menjalankan prosedur uji kelayakan hak anak untuk mengidentifikasi, 

mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap lingkungan 

dan Hak Anak. Uji kelayakan tersebut merupakan proses berbasis risiko yang melibatkan 

upaya-upaya yang terfokus di mana risiko dari kerusakan lingkungan sangat parah dan 

kemungkinan besar akan terjadi, dengan memberikan perhatian khusus pada paparan risiko 

kelompok anak tertentu, seperti anak-anak yang bekerja. 

 

 
  

21 Komentar Umum No. 16 (2013) tentang kewajiban Negara terkait dampak sektor bisnis terhadap hak 
anak, paragraf 28, 42 dan 82. 28, 42 dan 82.
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Tindakan-tindakan mendesak harus segera diambil apabila anak-anak teridentifikasi 

sebagai korban untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap kesehatan dan 

perkembangan mereka dan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi secara tepat 

waktu dan efektif. 

 

81. Komite merekomendasikan pengembangan prosedur uji tuntas yang 

mengintegrasikan kajian dampak hak anak ke dalam operasi perusahaan, melalui kemitraan 

dengan para pemangku kepentingan, termasuk anak-anak. Standar pemasaran harus 

memastikan bahwa perusahaan tidak menyesatkan konsumen, khususnya anak-anak, 

melalui praktik-praktik green-washing atau green-sheening, di mana para pelaku bisnis 

secara keliru menggambarkan upaya-upaya mereka untuk mencegah atau memitigasi 

kerusakan lingkungan. 

 

D. Akses terhadap keadilan dan pemulihan 
 

82. Upaya pemulihan yang efektif harus tersedia untuk memperbaiki pelanggaran dan 

mendorong keadilan sosial.22 Meskipun anak-anak telah menjadi garda depan dalam 

beberapa kasus lingkungan dan perubahan iklim dan pengakuan mereka di bawah Konvensi 

sebagai pemegang hak, namun anak-anak, karena status mereka, menghadapi hambatan 

untuk mendapatkan kedudukan hukum di banyak Negara, sehingga membatasi cara mereka 

untuk menuntut hak-hak mereka dalam konteks lingkungan. 
 

83. Negara harus menyediakan akses ke jalur peradilan bagi anak, termasuk mekanisme 

pengaduan yang ramah anak, responsif gender, dan inklusif terhadap disabilitas, untuk 

memastikan keterlibatan mereka dalam mekanisme peradilan, kuasi-peradilan dan 

nonperadilan yang efektif, termasuk lembaga hak asasi manusia nasional yang berpusat 

pada anak, untuk pelanggaran hak-hak mereka yang berkaitan dengan kerusakan 

lingkungan. Hal ini termasuk menghilangkan hambatan bagi anak untuk memulai proses 

hukum sendiri, menyesuaikan aturan kedudukan dan memberdayakan lembaga-lembaga 

hak asasi manusia nasional yang memiliki mandat untuk menerima pengaduan dari anak. 
 

84. Mekanisme harus tersedia untuk klaim-klaim atas kerugian yang akan segera terjadi 

atau yang dapat diperkirakan dan pelanggaran hak-hak anak di masa lalu atau saat ini. 

Negara harus memastikan bahwa mekanisme-mekanisme ini tersedia bagi semua anak di 

bawah yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak di luar wilayah mereka 

yang terkena dampak kerugian lintas batas yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian 

Negara yang terjadi di dalam wilayah mereka. 
 

85. Negara harus menyediakan pengaduan kolektif, seperti gugatan perwakilan 

kelompok dan litigasi untuk kepentingan umum,23 dan memperpanjang periode pembatasan 

terkait pelanggaran terhadap Hak Anak akibat kerusakan lingkungan. 
 

86. Kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan akibat dampak 

lintas batas, sebab akibat, dan dampak kumulatif memerlukan pendampingan hukum yang 

efektif. Litigasi merupakan proses yang panjang, dan badan-badan supranasional umumnya 

mensyaratkan penyelesaian domestik yang tuntas sebelum mengajukan pengaduan. Setiap 

anak harus memiliki akses terhadap bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai, termasuk 

bantuan hukum dan perwakilan hukum yang efektif, serta diberikan kesempatan untuk 

didengar dalam proses peradilan atau administratif yang mempengaruhi mereka. Negara 

harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk menurunkan biaya bagi setiap 

anak yang mencari ganti rugi, misalnya, melalui perlindungan dari perintah biaya yang 

merugikan, untuk membatasi risiko keuangan bagi setiap anak yang mengajukan kasus 

demi kepentingan publik terkait masalah lingkungan.  
 

87. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong akses anak terhadap keadilan 

dalam masalah lingkungan, Negara harus mengeksplorasi pilihan untuk mengalihkan beban 

pembuktian yang berat dari penggugat anak untuk membuktikan sebab akibat dalam 

menghadapi berbagai variabel dan keterbatasan informasi. 
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88. Anak mungkin menghadapi kesulitan tertentu dalam memperoleh pemulihan dalam 

kasus-kasus yang melibatkan perusahaan bisnis yang mungkin menyebabkan atau 

berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak mereka, terutama terkait dampak lintas batas 

dan global. Negara memiliki kewajiban untuk membentuk mekanisme non-yudisial dan 

yudisial untuk menyediakan akses terhadap upaya pemulihan yang efektif atas pelanggaran 

terhadap Hak Anak yang dilakukan oleh perusahaan bisnis, termasuk sebagai akibat dari 

kegiatan dan operasi ekstrateritorial mereka, jika terdapat kaitan yang wajar antara Negara 

dan perilaku yang bersangkutan. Sejalan dengan standar internasional, perusahaan 

diharapkan untuk membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan yang efektif 

bagi anak yang menjadi korban dari pelanggaran hak-hak mereka. Negara juga harus 

memastikan tersedianya badan pengawas, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, 

dan menyediakan pemulihan yang memadai untuk pelanggaran hak anak yang berkaitan 

dengan kerusakan lingkungan. 
 

89. Tindakan pemulihan yang tepat mencakup restitusi, kompensasi yang memadai, 

kepuasan, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak mengulanginya kembali, baik untuk 

lingkungan maupun anak-anak yang terkena dampak, termasuk akses terhadap bantuan 

medis dan psikologis. Mekanisme pemulihan harus mempertimbangkan kerentanan khusus 

anak terhadap dampak kerusakan lingkungan, termasuk kemungkinan kerusakan yang tidak 

dapat dipulihkan dan bersifat seumur hidup. Tindakan pemulihan harus dilakukan dengan 

cepat, untuk membatasi pelanggaran yang sedang berlangsung dan yang akan datang. 

Penerapan bentuk-bentuk pemulihan yang baru harus didorong, seperti perintah untuk 

membentuk komite antargenerasi, di mana anak-anak menjadi partisipan aktif, untuk 

menentukan dan mengawasi pelaksanaan yang cepat dari tindakan-tindakan untuk 

memitigasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. 
 

90. Akses terhadap mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional yang 

berlaku harus tersedia, termasuk melalui ratifikasi Protokol Opsional tentang prosedur 

komunikasi. Informasi mengenai mekanisme tersebut dan bagaimana cara 

menggunakannya harus disebarluaskan kepada anak-anak, orang tua, pengasuh dan para 

profesional yang bekerja dengan dan untuk anak-anak. 

 

E. Kerjasama internasional 
 

Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan, baik secara terpisah maupun bersama-

sama, melalui kerja sama internasional, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 

hak-hak anak. Konvensi Pasal 4 menekankan bahwa pelaksanaan Konvensi merupakan 

kerja sama antara Negara-negara di dunia,24 dan perwujudan Hak Anak secara penuh di 

bawah Konvensi ini sebagian bergantung pada bagaimana Negara-negara berinteraksi. 

Perubahan iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati jelas merupakan contoh 

ancaman global yang mendesak terhadap Hak Anak yang mengharuskan Negara-negara 

untuk saling bekerja sama, menyerukan  kolaborasi seluas mungkin dari semua negara dan 

partisipasi mereka dalam respon internasional yang efektif dan tepat.25 Kewajiban kerja 

sama internasional setiap Negara sebagian tergantung pada situasinya. Dalam konteks 

perubahan iklim, kewajiban-kewajiban tersebut dipandu secara tepat dengan 

mempertimbangkan riwayat emisi gas rumah kaca dan kondisi emisi gas rumah kaca saat 

ini, serta mempertimbangkan adanya tanggung jawab yang sama namun disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing Negara, dengan mempertimbangkan kondisi nasional 

yang berbeda-beda,26 dan juga mensyaratkan adanya penyediaan bantuan teknis dan 

keuangan dari Negara maju kepada Negara berkembang sesuai dengan Konvensi pasal 4. 

Negara-negara harus terlibat dalam kerja sama internasional untuk memastikan kesesuaian 

standar-standar untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur uji tuntas hak anak dan 

lingkungan. 

  
 

22 Komentar Umum No. 5 (2003) tentang langkah-langkah umum pelaksanaan Konvensi, paragraf 24; 
dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 2 (3).

  

23 Komentar umum No. 16 (2013), paragraf 68; dan komentar umum No. 25 (2021), paragraf 44..
 

24 Komentar umum No. 5 (2003), paragraf 60.
  

25 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, mukadimah; dan resolusi Dewan Hak Asasi 
Manusia 26/27 dan 29/15.

  

26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, mukadimah dan pasal 3 (1); Perjanjian 
Paris, pasal 2 (2); dan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 26/27 dan 29/15.

 

 
 



92. Secara umum, Negara-negara maju telah berkomitmen untuk mendukung tindakan 

untuk mengatasi tantangan lingkungan global yang beririsan dengan negara-negara 

berkembang dengan memberikan fasilitas transfer teknologi ramah lingkungan dan 

berkontribusi dalam pendanaan upaya-upaya pelestarian lingkungan, sesuai dengan tujuan 

pendanaan iklim dan keanekaragaman hayati yang telah disepakati secara internasional. 

Konvensi ini harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan lingkungan global, 

termasuk dalam strategi mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan internasional 

negara-negara.27 Program-program terkait lingkungan hidup dari Negara-negara donor 

harus berbasis hak, sementara Negara-negara yang menerima dana dan bantuan lingkungan 

hidup internasional harus mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian besar 

bantuan tersebut secara khusus untuk program-program yang berfokus pada anak. Pedoman 

pelaksanaan harus ditinjau dan diperbarui untuk mempertimbangkan tanggung jawab 

Negara terhadap hak-hak anak. 
 

93. Negara harus memastikan bahwa upaya-upaya penanganan lingkungan hidup yang 

didukung oleh mekanisme pendanaan lingkungan hidup internasional dan organisasi 

internasional menghormati, melindungi dan secara proaktif berupaya memenuhi hak-hak 

anak. Negara-negara harus mengintegrasikan standar dan prosedur untuk menilai risiko 

bahaya bagi anak-anak ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek baru yang 

berhubungan dengan lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko 

bahaya, sesuai dengan Konvensi dan Protokol Opsional. Negara-negara harus bekerja sama 

untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan prosedur dan mekanisme untuk 

menyediakan akses terhadap pemulihan yang efektif bagi pelanggaran hak-hak anak dalam 

konteks ini. 
 

94. Negara-negara harus bekerja sama dengan itikad baik dalam pembentukan dan 

pendanaan tanggapan global untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang dialami oleh 

orang-orang yang berada dalam situasi rentan, dengan memberikan perhatian khusus untuk 

melindungi hak-hak anak mengingat kerentanan khusus mereka terhadap risiko yang 

berkaitan dengan lingkungan dan mengatasi dampak buruk dari bentuk gangguan iklim 

yang terjadi secara tiba-tiba dan perlahan-lahan terhadap anak-anak, masyarakat, dan 

negara mereka. Negara-negara harus bekerja sama untuk berinvestasi dalam pencegahan 

konflik dan upaya-upaya untuk mempertahankan perdamaian yang akan berkontribusi 

positif dalam mengurangi bahaya lingkungan bagi anak-anak yang dapat diakibatkan oleh 

konflik bersenjata dan harus mempertimbangkan pandangan anak-anak dalam upaya 

penciptaan perdamaian dan pembangunan perdamaian. 

 

V. Perubahan Iklim 

 

A. Mitigasi 
 

95. Komite menyerukan tindakan kolektif yang bersifat mendesak oleh semua Negara 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sejalan dengan tanggung jawab hak asasi 

manusia. Secara khusus, penghasil emisi utama di masa lalu dan saat ini harus memimpin 

dalam upaya mitigasi. 
 

96. Kurangnya upaya untuk mencapai komitmen internasional dalam membatasi 

pemanasan global membuat anak-anak terpapar pada bahaya yang terus menerus dan 

meningkat dengan cepat akibat konsentrasi emisi gas rumah kaca yang semakin tinggi dan 

peningkatan suhu yang dihasilkan. Para ilmuwan memperingatkan tentang titik kritis, yaitu 

ambang batas di mana efek tertentu tidak dapat dihindari lagi, yang menimbulkan risiko 

yang mengerikan dan tidak pasti terhadap perlindungan hak-hak anak. Upaya menghindari 

titik kritis ini membutuhkan tindakan yang mendesak dan serius untuk mengurangi kadar 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 
 

97. Tujuan dan langkah-langkah mitigasi harus didasarkan pada ilmu pengetahuan 

terbaik yang tersedia dan ditinjau secara berkala untuk memastikan jalur menuju nol emisi 

karbon bersih selambat-lambatnya pada tahun 2050 melalui cara yang dapat melindungi 

anak-anak.  

 

  
27 United Nations Framework Convention on Climate Change, art. 4 (5); and Paris Agreement, art. 9 (1). 
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Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim telah mengilustrasikan bahwa sangat 

penting untuk mempercepat upaya mitigasi dalam waktu dekat, untuk membatasi kenaikan 

suhu di bawah 1,5°C di atas tingkat pra-industri, dan bahwa kerja sama internasional, 

kesetaraan, dan pendekatan berbasis hak sangat penting untuk mencapai tujuan mitigasi 

perubahan iklim yang bersifat ambisius.28 

 

98. Ketika menentukan kesesuaian langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan 

Konvensi, dan juga memperhatikan kebutuhan untuk mencegah dan mengatasi potensi 

dampak buruk dari langkah-langkah tersebut, Negara harus mempertimbangkan hal-hal 

berikut ini: 
 

(a) Tujuan dan langkah-langkah mitigasi harus secara jelas menunjukkan 

bagaimana negara-negara tersebut menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak 

di bawah Konvensi. Negara harus secara transparan dan eksplisit berfokus pada hak-hak 

anak ketika mempersiapkan, mengkomunikasikan dan memperbarui kontribusi yang telah 

ditentukan secara nasional.29 Kewajiban ini juga berlaku untuk proses-proses lainnya, 

termasuk laporan transparansi dua tahunan, penilaian dan tinjauan internasional serta 

konsultasi dan analisis internasional;30 
 

(b) Negara memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memitigasi 

perubahan iklim dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi dan hukum 

lingkungan internasional, termasuk komitmen yang tercantum dalam Perjanjian Paris untuk 

menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan 

mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri pada 

tahun 2030.31 Langkah-langkah mitigasi harus merefleksikan kontribusi yang adil dari 

setiap Negara peserta dalam upaya global untuk memitigasi perubahan iklim, dengan 

mempertimbangkan total pengurangan yang diperlukan untuk melindungi dari pelanggaran 

hak anak yang terus berlanjut dan semakin parah. Setiap Negara, dan semua Negara yang 

bekerja sama, harus terus memperkuat komitmen iklim sesuai dengan target setinggi 

mungkin dan memiliki tanggung jawab yang sama namun dengan kapasitas yang berbeda-

beda. Negara-negara berpenghasilan tinggi harus terus mengambil peran utama dengan 

menjalankan target pengurangan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi, dan semua 

Negara harus meningkatkan langkah-langkah mitigasi mereka sesuai dengan kondisi 

nasional masing-masing dengan cara yang melindungi hak-hak anak semaksimal 

mungkin;32 
 

(c) Langkah-langkah mitigasi yang berurutan dan janji yang diperbarui harus 

mewakili upaya Negara-negara dalam sebuah perkembangan dari waktu ke waktu,33 dengan 

tetap memperhatikan bahwa jangka waktu untuk mencegah bencana perubahan iklim dan 

bahaya terhadap hak-hak anak lebih singkat dan membutuhkan tindakan yang mendesak; 
 

(d) Langkah-langkah mitigasi jangka pendek harus mempertimbangkan fakta 

bahwa penundaan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara cepat akan 

menghasilkan emisi kumulatif yang lebih tinggi dan dengan demikian akan menimbulkan 

bahaya yang lebih besar terhadap hak-hak anak; 
 

(e) Langkah-langkah mitigasi tidak dapat bergantung sepenuhnya pada 

penghapusan gas rumah kaca dari atmosfer di masa depan melalui teknologi yang belum 

terbukti. Negara-negara harus memprioritaskan pengurangan emisi yang cepat dan efektif 

sejak saat ini untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak secara penuh dalam waktu 

sesingkat mungkin dan untuk menghindari kerusakan alam yang tidak dapat dipulihkan.34 
 
  

 
28 Lihat https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/.

 

29 Perjanjian Paris, pasal 4 (2).
  

30 Ibid., pasal 14 (4).
  

31 Ibid., pasal 2 (1) (a); dan Sacchi dkk v. Argentina (CRC/C/88/D/104/2019), paragraf 10.6. Lihat juga 
Sacchi dkk v. Brazil (CRC/C/88/D/105/2019), Sacchi dkk v. France (CRC/C/88/D/106/2019) dan 
Sacchi dkk. v. Germany (CRC/C/88/D/107/2019) dan Sacchi dkk. v. Turkey (CRC/C/88/D/108/2019). 

32 Perjanjian Paris, pasal 4 (4).
  

33 Ibid., pasal 3 dan 4 (3).
  

34 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, pasal 4 (1) (h)-(j) dan 
(2) (b); dan Perjanjian Paris, mukadimah dan pasal 4 (8), 12 dan 13.
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99. Negara harus menghentikan subsidi kepada aktor-aktor publik atau swasta yang 

melakukan investasi pada kegiatan dan infrastruktur yang tidak sesuai dengan jalur emisi 

gas rumah kaca yang rendah, sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kerusakan dan 

risiko lebih lanjut. 

 

100. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang dalam 

merencanakan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi, dalam rangka membantu anak-

anak yang berada dalam situasi rentan. Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan keahlian 

dan informasi keuangan dan teknis serta langkah-langkah pengembangan kapasitas lainnya 

yang secara khusus berkontribusi pada pencegahan bahaya bagi anak-anak yang disebabkan 

oleh perubahan iklim.35 

 

B. Adaptasi 
 

101. Seiring dengan semakin meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap 

pemenuhan Hak Anak, maka diperlukan adanya upaya nyata dan mendesak untuk 

meningkatkan desain dan implementasi langkah-langkah adaptasi yang peka terhadap anak, 

responsif gender, dan inklusif terhadap disabilitas serta sumber daya terkait. Negara harus 

mengidentifikasi kerentanan terkait perubahan iklim di kalangan anak yang mencakup 

ketersediaan, kualitas, kesetaraan dan keberlanjutan layanan dasar bagi anak, seperti air dan 

sanitasi, perawatan kesehatan, perlindungan, nutrisi dan pendidikan. Negara harus 

meningkatkan ketahanan iklim dalam kerangka hukum dan kelembagaan mereka dan 

memastikan bahwa rencana adaptasi nasional dan kebijakan sosial, lingkungan, dan 

anggaran yang ada menangani faktor risiko terkait perubahan iklim dengan membantu 

anak-anak dalam yurisdiksi mereka untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim 

yang tidak dapat dihindari. Contoh langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat sistem 

perlindungan anak dalam konteks yang rentan terhadap risiko, menyediakan akses yang 

memadai terhadap air, sanitasi dan perawatan kesehatan, serta lingkungan sekolah yang 

aman, dan memperkuat jaring pengaman sosial dan kerangka kerja perlindungan, dengan 

tetap memprioritaskan hak-hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh 

kembang. Ekosistem yang sehat dan keanekaragaman hayati juga berperan penting dalam 

mendukung ketahanan dan pengurangan risiko bencana. 
 

102. Dalam langkah-langkah adaptasi, termasuk pengurangan risiko bencana, 

kesiapsiagaan, respon dan pemulihan, pandangan anak-anak harus diperhatikan. Anak-anak 

harus dibekali untuk memahami dampak dari keputusan terkait iklim terhadap hak-hak 

mereka dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam 

proses pengambilan keputusan. Baik rancangan maupun pelaksanaan tindakan adaptasi 

tidak boleh mendiskriminasi kelompok anak yang memiliki risiko tinggi, seperti anak kecil, 

anak perempuan, anak dengan disabilitas, anak dalam situasi migrasi, anak masyarakat 

adat, dan anak dalam situasi kemiskinan atau konflik bersenjata. Negara harus mengambil 

langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi 

rentan yang terdampak oleh perubahan iklim mendapatkan hak-hak mereka, termasuk 

dengan mengatasi akar permasalahan yang mendasari kerentanan tersebut. 
 

103. Langkah-langkah adaptasi harus ditargetkan untuk mengurangi dampak jangka 

pendek dan jangka panjang, seperti mempertahankan mata pencaharian, melindungi 

sekolah, dan mengembangkan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Langkah-langkah 

yang diperlukan untuk melindungi hak hidup dan kesehatan anak dari ancaman yang 

mungkin terjadi, seperti kejadian cuaca ekstrem, termasuk membangun sistem peringatan 

dini dan meningkatkan keamanan fisik dan ketahanan infrastruktur, seperti sekolah, air dan 

sanitasi serta infrastruktur kesehatan, untuk mengurangi risiko bahaya yang berkaitan 

dengan perubahan iklim. Negara harus mengadopsi rencana tanggap darurat, seperti 

langkah-langkah untuk menyediakan sistem peringatan dini yang inklusif, bantuan 

kemanusiaan, dan akses terhadap makanan, air, dan sanitasi untuk semua.  

 
 

35 Perjanjian Paris, pasal 13 (9). 
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Dalam merumuskan langkah-langkah adaptasi, standar nasional dan internasional yang 

relevan, seperti yang tercantum dalam Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko 

Bencana 2015-2030, juga harus dipertimbangkan. Kerangka kerja adaptasi harus membahas 

migrasi dan pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim dan mencakup ketentuan 

untuk memastikan pendekatan berbasis hak anak terhadap isu-isu ini. Jika terjadi ancaman 

bahaya terkait perubahan iklim yang segera terjadi, seperti kejadian cuaca ekstrem, Negara 

harus memastikan agar seluruh informasi segera disebarluaskan sehingga anak-anak dan 

pengasuh serta masyarakat dapat mengambil langkah-langkah perlindungan. Negara harus 

memperkuat kesadaran di antara anak-anak dan komunitas mereka mengenai langkah-

langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana. 

 

C. Kerugian dan kerusakan 
 

104. Dalam Perjanjian Paris, para pihak membahas pentingnya mencegah, 

meminimalisasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak buruk 

perubahan iklim. Melalui lensa hak asasi manusia, dampak buruk perubahan iklim telah 

menyebabkan kerugian dan kerusakan yang signifikan, khususnya bagi mereka yang berada 

di negara berkembang. 
 

105.    Kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh iklim dapat berdampak pada anak-anak 

dan hak-hak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung 

meliputi kejadian-kejadian di mana peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi secara tiba-tiba, 

seperti banjir dan hujan lebat, dan peristiwa yang terjadi secara perlahan, seperti kekeringan, 

dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak berdasarkan Konvensi. Dampak tidak 

langsung dapat mencakup situasi dimana Negara, masyarakat dan orang tua dipaksa untuk 

melakukan realokasi sumber daya dari program-program yang seharusnya, seperti program-

program untuk pendidikan dan kesehatan, untuk mengatasi krisis lingkungan. 
 

106. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengakui kerugian dan kerusakan sebagai pilar 

ketiga aksi iklim, bersama dengan mitigasi dan adaptasi. Negara-negara didorong untuk 

memperhatikan bahwa, dari perspektif hak asasi manusia, kerugian dan kerusakan berkaitan 

erat dengan hak atas pemulihan dan prinsip reparasi, termasuk restitusi, kompensasi, dan 

rehabilitasi.36 Negara harus mengambil langkah-langkah, termasuk melalui kerja sama 

internasional, untuk menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk mengatasi kerugian 

dan kerusakan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak di bawah Konvensi. 

 

D. Bisnis dan perubahan iklim 
 

107. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan, yang sesuai dan masuk 

akal untuk melindungi hak-hak anak, terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan atau 

dilanggengkan oleh perusahaan, sementara perusahaan juga bertanggung jawab untuk 

menghormati hak-hak anak terkait dengan perubahan iklim. Negara harus memastikan 

bahwa perusahaan mengurangi emisi mereka dengan cepat dan harus mewajibkan 

perusahaan, termasuk lembaga keuangan, untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan 

prosedur uji kelayakan hak anak untuk memastikan bahwa mereka mengidentifikasi, 

mencegah, memitigasi dan menjelaskan bagaimana mereka menangani dampak negatif 

yang nyata dan potensial terkait perubahan iklim terhadap hak-hak anak, termasuk dampak 

yang diakibatkan oleh kegiatan yang terkait dengan produksi dan konsumsi yang 

berhubungan dengan rantai nilai dan operasi global mereka.37 

 

108. Negara memiliki kewajiban untuk menanggulangi bahaya dan risiko terkait 

perubahan iklim yang mengancam Hak Anak dalam konteks kegiatan dan operasi 

ekstrateritorial perusahaan bisnis, apabila terdapat hubungan yang wajar antara Negara 

dengan perilaku yang bersangkutan, dan harus memungkinkan akses terhadap upaya 

pemulihan yang efektif jika terjadi pelanggaran hak.  

 
  

 

36 A/77/226, paragraf 26. 
37 Komentar Umum No. 16 (2013), paragraf 62.

  

 

 

GE.23-11144 19 

http://undocs.org/en/A/77/226


CRC/C/GC/26  

 

Hal ini mencakup kerja sama untuk memastikan kepatuhan perusahaan bisnis yang 

beroperasi secara transnasional terhadap standar lingkungan yang berlaku, yang bertujuan 

untuk melindungi hak-hak anak dari bahaya terkait perubahan iklim serta penyediaan 

bantuan dan kerja sama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum di Negara 

lain.38 

 

109. Negara harus memberikan insentif untuk investasi berkelanjutan serta penggunaan 

energi terbarukan, penyimpanan energi, dan efisiensi energi, khususnya oleh perusahaan 

milik Negara atau perusahaan yang dikontrol oleh Negara, serta perusahaan-perusahaan 

yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara. Negara harus 

memberlakukan skema perpajakan progresif dan mengadopsi persyaratan keberlanjutan 

yang ketat untuk kontrak pengadaan publik.39 Negara juga dapat mendorong kontrol 

masyarakat atas pembangkitan, pengelolaan, transmisi, dan distribusi energi untuk 

meningkatkan akses dan keterjangkauan teknologi terbarukan serta penyediaan produk dan 

layanan energi berkelanjutan, khususnya di tingkat komunitas. 
 

110. Negara harus memastikan bahwa kewajiban mereka di bawah perjanjian 

perdagangan atau investasi tidak menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi 

kewajiban hak asasi manusia mereka dan bahwa perjanjian tersebut mendorong 

pengurangan emisi gas rumah kaca secara cepat dan langkah-langkah lain untuk 

mengurangi penyebab dan dampak perubahan iklim, termasuk melalui fasilitasi investasi 

dalam energi terbarukan.40 Dampak terkait perubahan iklim terhadap hak-hak anak yang 

terkait dengan implementasi perjanjian harus dinilai secara teratur, sehingga 

memungkinkan untuk dilakukannya langkah-langkah perbaikan, jika diperlukan. 

 

E. Pendanaan iklim 
 

111. Baik penyedia pendanaan iklim internasional maupun negara penerima harus 

memastikan bahwa mekanisme pendanaan iklim harus berpijak pada pendekatan berbasis 

hak anak yang selaras dengan Konvensi dan Protokol Opsional. Negara harus memastikan 

bahwa setiap mekanisme pendanaan iklim menjunjung tinggi dan tidak melanggar hak-hak 

anak, meningkatkan koherensi kebijakan antara kewajiban hak-hak anak dan tujuan lain, 

seperti pembangunan ekonomi, dan memperkuat demarkasi peran berbagai pemangku 

kepentingan dalam pendanaan iklim, seperti pemerintah, lembaga keuangan, termasuk 

bank, bisnis, dan masyarakat yang terdampak, terutama anak-anak. 
 

112. Sejalan dengan prinsip tanggung jawab yang sama namun disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing negara, keadaan nasional negara perlu diperhitungkan dalam 

upaya mengatasi perubahan iklim. Negara-negara maju harus bekerja sama dengan Negara-

negara berkembang dalam menyediakan pendanaan iklim untuk aksi iklim yang 

menjunjung tinggi hak-hak anak, sejalan dengan komitmen internasional terkait iklim yang 

telah dibuat oleh Negara-negara. Secara khusus, terlepas dari keterkaitan antara berbagai 

mekanisme pendanaan, termasuk untuk pembangunan berkelanjutan, pendanaan iklim yang 

disediakan oleh Negara maju haruslah transparan, dan merupakan tambahan dari aliran 

dana lain yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik, termasuk dengan menghindari kendala pelacakan seperti penghitungan ganda. 
 

113. Negara-negara maju perlu segera dan secara kolektif mengatasi kesenjangan 

pendanaan iklim. Distribusi pendanaan iklim yang saat ini terlalu condong ke arah mitigasi 

dengan mengabaikan langkah-langkah adaptasi dan kerugian serta kerusakan, memiliki 

dampak diskriminatif terhadap anak-anak yang tinggal di daerah yang membutuhkan lebih 

banyak tindakan adaptasi serta anak-anak yang dihadapkan pada keterbatasan adaptasi. 

Negara-negara harus menjembatani kesenjangan pendanaan iklim global dan memastikan 

bahwa tindakan-tindakan tersebut didanai dengan cara yang seimbang dengan 

mempertimbangkan tindakan-tindakan adaptasi, mitigasi, kerugian dan kerusakan serta 

cara-cara implementasi yang lebih luas, seperti bantuan teknis dan pengembangan kapasitas.  

 

 
38 Ibid., paragraf 43 dan 44.

 

39 Ibid., paragraf 27.
 

40  Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 24 (2017) tentang kewajiban negara di 

bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis, 

paragraf 13.
  

 

 



 

 

Ketetapan Negara tentang total pendanaan iklim global yang dibutuhkan harus didasarkan 

pada kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi, terutama untuk melindungi anak-anak 

dan hak-hak mereka. Pendanaan iklim yang diberikan kepada negara-negara berkembang 

harus dalam bentuk hibah, bukan pinjaman, untuk menghindari dampak negatif terhadap 

hak-hak anak. 
 

114. Negara harus memastikan dan memfasilitasi akses bagi masyarakat terdampak, 

terutama anak-anak, terhadap informasi mengenai kegiatan yang didukung oleh pendanaan 

iklim, termasuk kemungkinan untuk mengajukan pengaduan mengenai adanya pelanggaran 

Hak Anak. Negara harus mendelegasikan pengambilan keputusan mengenai pendanaan 

iklim untuk memperkuat partisipasi masyarakat penerima manfaat, terutama anak-anak, dan 

memastikan persetujuan serta pelaksanaan pendanaan iklim tunduk pada kajian dampak hak 

anak untuk mencegah dan mengatasi pendanaan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak 

anak. 
 

115. Anak-anak menyerukan aksi kolektif Negara-negara. Menurut pernyataan dua anak 

yang diminta pendapatnya untuk Komentar Umum ini: "Pemerintah setiap negara harus 

bekerja sama untuk mengurangi perubahan iklim." "Mereka harus mengakui kami dan 

mengatakan, "Kami mendengar Anda; inilah yang akan kami lakukan untuk mengatasi 

masalah ini.”41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Lihat https://childrightsenvironment.org/reports/.
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